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Reforestation of protected forests is a vital effort in maintaining environmental sustainability and 
preventing ecosystem degradation. This study aims to analyze the role of local wisdom in supporting 
reforestation programs in the North Batukliang Protected Forest area, Central Lombok Regency. The 
method used is a descriptive qualitative approach through field observations, in-depth interviews with 
traditional leaders, local communities, and relevant agencies, as well as document analysis. The results of 
the study show that the local community possesses traditional values that support forest conservation, such 
as the "pemali" system (customary prohibitions), local knowledge of endemic plant species, and the practice 
of mutual cooperation (gotong royong) in tree planting. The integration of local wisdom has proven to 
enhance community participation in reforestation activities and strengthen the sense of ownership towards 
the forest area. Moreover, this local wisdom-based approach also strengthens social relations among 
residents and creates a model for sustainable forest management. However, challenges remain in the form 
of economic pressures, land-use changes, and limited technical support from external parties. Therefore, 
synergy between the government, indigenous communities, and non-governmental organizations is 
necessary to formulate reforestation policies that acknowledge and maximize the potential of local wisdom. 
This study recommends the mainstreaming of local wisdom in environmental policy as a long-term forest 
conservation strategy. 
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PENDAHULUAN 

Reboisasi hutan lindung merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem 

dan keberlanjutan lingkungan. Kondisi hutan yang terus mengalami degradasi, baik karena aktivitas ilegal, 

perambahan liar, maupun perubahan iklim, membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Keberlanjutan 

hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang vital sangat bergantung pada keberhasilan program reboisasi 

yang dilaksanakan. Namun, tidak hanya pendekatan teknis atau kebijakan pemerintah yang dibutuhkan, 

melainkan juga kearifan lokal masyarakat yang sudah lama terjalin dengan alam dan lingkungan sekitarnya. 

Salah satu contoh penting yang menarik untuk diteliti adalah penerapan kearifan lokal dalam mendukung 

program reboisasi di kawasan Hutan Lindung Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. 

Penelitian ini berfokus pada peran kearifan lokal dalam mendukung program reboisasi di kawasan 

tersebut. Hutan Lindung Batukliang Utara merupakan kawasan yang memiliki potensi ekologis yang tinggi, 

tetapi menghadapi tantangan serius terkait dengan kerusakan hutan dan perubahan penggunaan lahan yang 

tidak terkendali. Sebagai kawasan yang kaya dengan nilai-nilai budaya lokal, masyarakat di sekitar hutan ini 

memiliki berbagai praktik tradisional yang telah terbukti menjaga keberlanjutan alam. Oleh karena itu, penting 

untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai kearifan lokal ini dapat berkontribusi dalam pelaksanaan program 

reboisasi, baik dari segi pengelolaan hutan maupun partisipasi masyarakat. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kearifan lokal dapat mendukung 

upaya reboisasi di kawasan Hutan Lindung Batukliang Utara. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif yang melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan berbagai pihak, 

seperti tokoh adat, masyarakat lokal, serta instansi terkait yang berperan dalam pengelolaan hutan. Metode 

ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi kearifan lokal dalam 

pelestarian hutan dan pelaksanaan program reboisasi. 

Salah satu aspek yang menarik dalam penelitian ini adalah adanya nilai-nilai kearifan lokal yang 

mendalam, seperti sistem "pemali" (larangan adat), pengetahuan lokal tentang tanaman endemik, serta 

tradisi gotong royong dalam penanaman pohon. Nilai-nilai ini tidak hanya mengajarkan pentingnya 
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keberlanjutan alam, tetapi juga membangun hubungan sosial yang erat antarwarga dan meningkatkan 

partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan reboisasi. Praktik gotong royong yang sudah menjadi bagian dari 

budaya masyarakat Lombok Tengah memberikan keuntungan tersendiri dalam meningkatkan efektivitas 

program reboisasi, karena menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kelestarian 

hutan. 

Namun, dalam implementasinya, tantangan tetap muncul dalam bentuk tekanan ekonomi, alih fungsi 

lahan, serta minimnya dukungan teknis dari pihak luar. Keberadaan tekanan ekonomi, yang sering kali 

mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan penggunaan lahan menjadi lahan pertanian atau 

pembangunan, menjadi salah satu tantangan utama dalam mempertahankan keberlanjutan kawasan hutan. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam mengelola hutan secara berkelanjutan 

juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesuksesan program reboisasi. 

Di sisi lain, meskipun kearifan lokal memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan 

program reboisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pemerintah yang lebih mendukung dan 

memperhatikan peran masyarakat adat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk adanya sinergi 

antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga non-pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang dapat 

mengoptimalkan potensi kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan 

dukungan berupa kebijakan yang mengakui keberadaan dan nilai-nilai kearifan lokal, serta memperkuat 

kerjasama dengan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan reboisasi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis 

dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan lingkungan, terutama dalam konteks reboisasi. Di 

samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model 

pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya pemanfaatan 

kearifan lokal sebagai bagian dari solusi pelestarian alam jangka panjang. 

Dengan memperhatikan pentingnya sinergi antara pengetahuan tradisional dan teknologi modern, 

serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan hutan, diharapkan program reboisasi 

dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

literatur mengenai hubungan antara kearifan lokal dan upaya pelestarian hutan, khususnya dalam konteks 

kawasan hutan lindung di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang kearifan lokal, 

diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan ekologi di 

tingkat lokal. 

Penelitian ini juga akan membahas mengenai pentingnya pengakuan terhadap kearifan lokal dalam 

kebijakan pengelolaan hutan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang memperhatikan kearifan lokal 

diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang mendukung kolaborasi antara masyarakat adat dan 

pemerintah dalam melestarikan hutan. Sinergi ini diharapkan tidak hanya akan memberikan manfaat dalam 

pelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, 

penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis reboisasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial 

dan budaya yang berperan penting dalam keberhasilan program tersebut. 

Kearifan lokal, dengan segala nilai dan prinsipnya, memiliki potensi yang besar dalam mendukung 

keberlanjutan reboisasi. Pemahaman tentang hal ini menjadi sangat penting dalam mengembangkan strategi 

pelestarian hutan yang lebih holistik dan inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memiliki dampak 

akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih tepat sasaran. 

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang membuat kearifan lokal efektif 

dalam mendukung program reboisasi dan apa saja kendala yang perlu diatasi agar kearifan lokal dapat 

dioptimalkan. 

Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi dan 

tantangan dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan lingkungan, serta memberikan 

rekomendasi untuk pengembangan model pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan dan berbasis 

masyarakat. 

METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif deskriptif yang 

melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi untuk memahami peran 

kearifan lokal dalam mendukung program reboisasi di Hutan Lindung Batukliang Utara, Kabupaten Lombok 
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Tengah. Langkah pertama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan **observasi lapangan** untuk 

mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi hutan, pola kerusakan, serta jenis-jenis tanaman yang ada 

di kawasan tersebut. Observasi juga akan difokuskan pada praktik-praktik sosial yang berlaku dalam 

masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam. Dalam hal 

ini, pengamatan akan diarahkan pada kegiatan reboisasi yang sudah dilaksanakan, termasuk peran aktif 

masyarakat dalam pelaksanaannya. 

Selanjutnya, untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait nilai-nilai kearifan lokal yang 

mendukung reboisasi, dilakukan **wawancara mendalam** dengan berbagai pihak yang terkait, yaitu tokoh 

adat, masyarakat lokal, dan perwakilan dari instansi yang terlibat dalam pengelolaan hutan, seperti Dinas 

Kehutanan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-

nilai adat seperti sistem “pemali” (larangan adat), pengetahuan lokal tentang tanaman endemik, serta tradisi 

gotong royong yang berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, wawancara juga akan 

mengupas tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti tekanan ekonomi, alih fungsi lahan, serta 

keterbatasan dalam dukungan teknis dari pihak luar. 

Tahap berikutnya adalah **studi dokumentasi**, yang melibatkan pengumpulan data sekunder 

melalui kajian terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti kebijakan 

pemerintah setempat, laporan kegiatan reboisasi sebelumnya, serta hasil-hasil penelitian terkait pengelolaan 

hutan berbasis masyarakat. Studi dokumentasi ini juga akan mencakup analisis terhadap peraturan yang ada, 

baik yang mengatur pengelolaan hutan secara formal maupun yang berkaitan dengan pengakuan terhadap 

kearifan lokal dalam kebijakan lingkungan. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

kerangka kebijakan yang ada dan kontribusinya terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi 

reboisasi berbasis masyarakat. 

Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan dari program reboisasi yang berbasis kearifan lokal, 

metode pelaksanaan juga mencakup **diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD)** yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat adat, dan lembaga 

non-pemerintah. FGD ini bertujuan untuk mendiskusikan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan integrasi kearifan lokal dalam program 

reboisasi. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan saran-saran strategis mengenai sinergi yang perlu 

dibangun antara pihak-pihak terkait, agar kebijakan pengelolaan hutan lebih responsif terhadap kebutuhan 

dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. 

Pada tahap akhir, penelitian ini akan disusun dalam bentuk laporan yang memuat analisis mendalam 

mengenai hasil penelitian serta rekomendasi kebijakan. Laporan tersebut akan difokuskan pada pentingnya 

**pengakuan kearifan lokal dalam kebijakan lingkungan** dan langkah-langkah strategis yang perlu 

dilakukan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, terutama dalam program 

reboisasi yang berkelanjutan. Peneliti juga akan mengusulkan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat 

yang mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan teknologi modern untuk mendukung keberlanjutan 

jangka panjang.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa Hutan Lindung Batukliang Utara, Kabupaten Lombok 

Tengah, mengalami kerusakan yang cukup signifikan akibat perambahan liar, alih fungsi lahan, serta dampak 

perubahan iklim. Meskipun demikian, kawasan ini masih menyimpan potensi ekologis yang sangat besar. 

Kegiatan reboisasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal, meskipun terbatas, menunjukkan adanya 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan kawasan hutan. Sebagian besar masyarakat 

terlibat langsung dalam penanaman pohon, dengan berbagai jenis tanaman endemik yang ditanam sebagai 

bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem lokal. 

Sistem "pemali" yang diterapkan oleh masyarakat adat setempat ternyata memainkan peran yang 

sangat penting dalam mencegah kerusakan hutan. Larangan adat ini berlaku pada kawasan tertentu yang 

dianggap sakral atau penting untuk kelestarian lingkungan, dan masyarakat menghormati aturan ini sebagai 

bentuk rasa tanggung jawab terhadap alam. Nilai-nilai ini mengajarkan masyarakat untuk menjaga 

keberlanjutan alam secara aktif, sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap kawasan hutan lindung. Hal 

ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa kearifan lokal dapat memperkuat upaya 

konservasi (Sugianto et al., 2018). 
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Melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, diketahui bahwa pengetahuan lokal tentang 

tanaman endemik sangat membantu dalam memilih jenis pohon yang cocok untuk ditanam di kawasan Hutan 

Lindung Batukliang Utara. Masyarakat memiliki pengetahuan mendalam mengenai karakteristik tanah, iklim, 

dan jenis tanaman yang dapat bertahan dan berkembang dengan baik di lingkungan tersebut. Praktik gotong 

royong yang telah menjadi tradisi lokal juga terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam program reboisasi. Masyarakat bekerja sama tanpa mengharapkan imbalan material, yang membuat 

kegiatan ini lebih berkelanjutan dalam jangka panjang (Hidayat & Nurdin, 2020). 

 Pentingnya Kearifan Lokal dalam Program Reboisasi 

Integrasi kearifan lokal dalam program reboisasi di Hutan Lindung Batukliang Utara menunjukkan hasil 

yang cukup positif. Kearifan lokal, khususnya sistem larangan adat atau "pemali", berhasil mengurangi 

eksploitasi hutan secara berlebihan dan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan 

secara berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan oleh Hasil & Sari (2019), kearifan lokal yang 

mengedepankan harmoni antara manusia dan alam dapat memperkuat kebijakan lingkungan yang lebih 

adaptif dan partisipatif. 

Sebagai contoh, pengetahuan lokal tentang jenis tanaman endemik yang hanya dapat ditemukan di 

kawasan tertentu menjadi kekuatan tersendiri dalam pelaksanaan reboisasi. Tanaman yang ditanam bukan 

hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai budaya yang sangat dihargai oleh masyarakat adat. Dalam hal 

ini, pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama terbukti 

meningkatkan kualitas lingkungan dan memperkuat keberlanjutan kawasan hutan (Kartini et al., 2017). 

Namun, meskipun ada kontribusi signifikan dari kearifan lokal dalam mendukung program reboisasi, 

hasil wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan juga mengungkapkan adanya tantangan besar 

yang harus dihadapi. Tekanan ekonomi yang memaksa sebagian masyarakat untuk mengubah fungsi lahan 

menjadi lahan pertanian atau pemukiman menjadi kendala utama. Hal ini mengingatkan kita pada temuan 

sebelumnya yang menyatakan bahwa alih fungsi lahan seringkali mengancam keberlanjutan program 

reboisasi (Saputra, 2015). Terkait dengan hal ini, perlu ada upaya yang lebih serius untuk memberikan insentif 

bagi masyarakat agar mereka tetap menjaga kawasan hutan sebagai bagian dari mata pencaharian mereka. 

 Sinergi Antara Pemerintah, Masyarakat, dan LSM 

Tantangan lainnya adalah minimnya dukungan teknis dari pihak luar, terutama dari lembaga 

pemerintah dan LSM yang terlibat dalam program reboisasi. Meskipun beberapa organisasi telah 

memberikan bantuan berupa bibit dan pelatihan teknis, namun dukungan tersebut masih dirasa belum 

optimal. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola hutan menjadi salah satu 

penghambat utama dalam memastikan keberlanjutan reboisasi (Fitriani & Wibowo, 2016). 

Pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan LSM juga diungkapkan oleh Kusuma et al. 

(2018) yang menyatakan bahwa kebijakan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan lebih efektif dalam 

mencapai tujuan konservasi. Pemerintah perlu mengakui dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam 

kebijakan pengelolaan hutan, serta memperkuat kerjasama dengan masyarakat adat dalam merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan reboisasi. Hal ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. 

Salah satu inisiatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengalokasikan anggaran 

untuk memperkuat lembaga adat yang dapat mengkoordinasikan kegiatan reboisasi berbasis kearifan lokal. 

Selain itu, dukungan teknis yang lebih intensif dari pihak luar sangat diperlukan, terutama dalam hal 

pengelolaan hutan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan (Suharto, 2019). Sinergi yang kuat 

antara pihak-pihak tersebut diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat lokal. 

 Peran Gotong Royong dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Gotong royong sebagai nilai sosial yang telah tertanam dalam budaya masyarakat Lombok Tengah 

terbukti menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam reboisasi. 

Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai 

pengawas dan pengelola kawasan hutan secara mandiri. Menurut penelitian oleh Fauzi (2017), sistem gotong 

royong dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam karena memperkuat kohesi sosial 

antarwarga dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap kelestarian lingkungan. 

Namun, meskipun gotong royong memberikan kontribusi yang besar, tantangan tetap ada dalam 

memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak berhenti pada level lokal saja. Program reboisasi yang 
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berkelanjutan membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, 

masyarakat, maupun pihak swasta. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat program ini harus melibatkan 

pendidikan yang lebih luas mengenai pentingnya konservasi alam di kalangan generasi muda serta 

peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lebih profesional dan berbasis 

pengetahuan (Sumantri & Lubis, 2020). 

 Rekomendasi untuk Kebijakan Pengelolaan Hutan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan agar kebijakan pemerintah dalam pengelolaan 

hutan, terutama terkait reboisasi, lebih memperhatikan kearifan lokal sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Sebagai contoh, pemberdayaan masyarakat adat untuk mengelola hutan mereka sendiri dengan pendekatan 

berbasis kearifan lokal perlu diprioritaskan, seperti yang diungkapkan oleh Yulianto et al. (2016) dalam 

penelitiannya yang menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan 

hutan menghasilkan keberlanjutan yang lebih baik. 

Selain itu, penelitian ini juga menyarankan agar dilakukan penguatan kerjasama antara masyarakat 

lokal dan lembaga-lembaga terkait dalam penyusunan rencana reboisasi yang memperhitungkan kondisi 

sosial-ekonomi setempat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya akan lebih inklusif tetapi 

juga lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal memainkan peran yang 

sangat penting dalam mendukung program reboisasi di Hutan Lindung Batukliang Utara, Kabupaten Lombok 

Tengah. Sistem larangan adat atau “pemali”, pengetahuan tentang tanaman endemik, serta tradisi gotong 

royong menjadi unsur kunci yang tidak hanya memperkuat upaya konservasi, tetapi juga meningkatkan 

partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan reboisasi. Nilai-nilai kearifan lokal ini membangun hubungan 

sosial yang erat antara masyarakat dan kawasan hutan, serta menciptakan rasa tanggung jawab bersama 

terhadap kelestarian lingkungan. 

Namun, tantangan yang cukup signifikan masih dihadapi, terutama terkait dengan tekanan ekonomi, 

alih fungsi lahan, serta terbatasnya dukungan teknis dari pihak luar. Tekanan ekonomi yang mendorong 

masyarakat untuk mengubah fungsi lahan menjadi pertanian atau pembangunan, serta kurangnya sumber 

daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan hutan, mempengaruhi keberlanjutan program reboisasi. 

Oleh karena itu, kebijakan yang lebih responsif dan mengakui potensi kearifan lokal sangat diperlukan untuk 

mengatasi tantangan tersebut. 

Untuk itu, penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga non-pemerintah 

menjadi sangat penting. Dukungan kebijakan yang lebih mengakomodasi kearifan lokal, peningkatan 

kapasitas teknis, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan lingkungan adalah langkah-langkah 

yang dapat memperkuat keberlanjutan program reboisasi dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di 

masa depan. 
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